QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR (4 TAIIUN 2002

TENTANG

PEMBEN’I‘UI\’AN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNA KAN KABUPATEN BIREUEN

BlSMlLLA[—lIRRAI-IMANIRRAH[M
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :  a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2000 (entang Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah, maka
untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna
dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menctapkan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten
Bircuen,

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang - Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara- Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan l.embaran Negara Nomor 3890,

o

Undang-undang Nomor 22 Tuahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 lentang  Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambabhan Lembaran Ncgara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nowmor
3893);

5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 lentang  Pembentukan
Kabupaten Bircuen dan Kabupaten Simculue (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3897);

0. Undang-undang Nomor § Tahun 2000 lentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 lentang  Pembentukan
Kabupaten Bircuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nowor 75, Cambyhaa Lembaran Negara Nomor 3963),

7. Undang-undang Nomor |8 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Dacrah Istimewn Acch Scbagai Provinsi Nanggroe
Acch Darussalam;
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3. Bupati adalah Bupati Bircuen,

4. Sekretariy Dacrah Kabupaten sclanjutnya discbut Sekretaris Daerah
adalah Sekretariy Dacrah Kabupaten Bircuen:

Dinas Dacrah adaluh Dmas Peternakan Kabupaten Bircuen schagai

unsur pelaksana Pemeringaly Dacrah Kubupaten Bircuen;

0. Kepala Dinas adlyl, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bircuen;

1. Cabang Dinay adalah Cabang, Dinas Peternakan Kabupaten Bircuen
sebagai ungyy pelaksana Dinas yang melaksanakan urusan-urusan
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya,

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT'D) adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas  Peternakan Kabupaten  Bircuen scbagai  unsur  pelaksana
operasional d; lapangan,

w

BAB 1
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Qanun ini dibentuk Dinag Peternakan Kabupaten Bircuen,
BAB I
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) Dinas Peternakan IKabupaten Bircuen merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Dacrah d ibidang peternakan, .

(2) Dinas Peternakan dipimpin olch scorang Kepala Dinas yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sckrelaris
Dacrah.

Pasal 4

Dinas  Peternakan mempunyal  tugas  melaksanakan kewenangan
Pemerintah Daerah dalam bidang peternakan,

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas schagaimana terschut pada Pasal 4, Dinas
Peternakan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan teknis, dan pengembangan teknis kewcnangan
dibidang peternakan;

b. Penyusunan rencana dan pelaksanaun program pembangunan dibidang
peternakan yang menjadi kewenangan Dacrah:

c. Pelaksanaan %
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Pelaksanaan
pelaksanaan dibidang petern
d. Pelaksanaan pengelolaan p
dibidang pelernakan;

Pelaksanaan pembinaan
pelernakan;

[ Penelitian dalam bidan
keperluan dan kondisi:
>claksanaan kerjasama antara

[

h. Pengelolaan administrasi
keuangan, kepegawaian,
kelatalaksangan Dinas

L. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha;
¢. Sub-Dinas Keswan dan Kesmavet;
d. Sub-Dinas Produksi:
¢. Sub Dinas Sarana dan Prasarana;
. Sub Dinas Usaha Pelernakan;
g Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD):
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari
Sub Bagian Umum;

Sub Bagian Perencanaan:
Sub Bagian Keuangan:

Sub Bagian Kepegawaian.

ao o

(3) Sub Dinas Keswan dan Kesmavet terdiri dari -

- Scksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
Scksi Kesmavet;
Scksi Pengawasan Qbay Hewan,

c o oo

(4) Sub Dinas Produksi terdirt dari -
Scksi Produksi Peternakan:

. Seksi Tehnolog;;

- Scksi Penycbaran Ternak;

. Seksi Pengembangan Peternakan,

aoc e

pemberian pengawasan  (eknis

lugas-tugas

akan yang menjadi kewenangan Dac'ravh;
embinaan usaha dan pelayanan perizinan

terhadap  pendayagunaan  sumber daya
g peternakan, spesilik Dacrah sesuai dengan
: Dacrah dengan Dacrah lain maupun
dengan Masyarakat internasional d ibidang peternakan;

umum, yang meliputi aus:
perlengkapan/peralatan dan organisast scria

ketatausahaan,

Scksi Perlindungan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;

(S)Sub ... ... ")ﬁ/ﬂ
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(5) Sub Dinay Sarana dan Prasarana terdiri dari
a4 Scksi Pakan Ternak;
b. Scksi Pembibitan;
C. Scksi Saranyg Informasi:
d. Scksi Pelayanan Sarana Peternakan
(6) Sub Dinas Usaha Peternakan terdiri dari :
4. Scksi Permodalan dan Perkreditan:
b. Scksi Pengolahan dan Pemasaran;
¢. Scksi Kelembagaan.
d. Scksi Pelayanan Usaha,

Pasal 7
(1) Rincian tgas jabatan Bagian Tata Usaha, Sub Dinas. Sub Bagian, dan
Scksi sebagaimana (ersebut pada Pasal 6, akan ditetapkan Iebih lanjut

dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan Organisasi tugas pokok dan lungsi Unit Pelaksana Teknis
Dinas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati,

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari scjumlah (cnaga lcrampil',
dalam jenjang jabatan lungsional yang terbagi  dalam berbagai
kelompok sesua dengan bidang kcahliannya.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Qanun ini.

BAB 1V
KEPEGAWAIAN
Pasal 8

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon I1.b.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas adalah Jabatan
Esclon I11.a.

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Scksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas adalah Jabatan Esclon IV.a.

Pasal 9

(1)Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas
diangkat dan diberhentikan olch Bupali atas usuyl Sckretaris Dacrah,

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sckretaris Dacrah atas
pelimpahan kewenangan olch Bupati.

RAR ’f/{/
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BAB YV
TATA KERJA

Pasal 10
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian "l'alq Usahg,
Kepala  Syp Dinas, Kepala  Sub Bagian dan chglu .Sck§| vya_ub
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi
Serara vertika) dag horizantal baik dalam lingkungan Pemerintaly Daerah
m&upun Instans; Jgin Sesuai dengan tugas masing-masing,

Pasal 11

Sctiap pimpinan  satuan organisasi - dalam Iingkungim Dmgs wajib
Mengawasi- bawahanny, masing-masing dan bila (erjadi penytmpangan
agar - mengambi lungkuh-langkuh yang diperlukan  scsuaj dengan
ketentuan yang berlaky,

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Din.as bcrtqnggung
Jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan

memberikan bimbingan  gerta petunjuk  bag; pelaksanaan tugas
bawahunnya.

Pasal 13

Setiap pPimpinan  safyan organisasi  wajib mengikuti  dan mematuhi

petunjuk dan bcrtanggung Jawab kepada atasan masing—masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat waklu,

Pasal 14

Setiap Laporan yang dilerima olely pimpinan satuan organisasi dari

bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
Denyusunan laporan |ebj, lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada

bawahan,

Pasal 15
Dalam menyampaikan laporan masing—masing kcpudu'ulasan, lembusan
laporan waiib disampaikan pula kepada Satuan

organisasi lain yang secara
fungsional mempunyaij hubungan kerja,

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas  setiap pimpin
Satuan organjsagi dibawahnya dan dalam r
kepada bawahan magin

an-organisasi dibanty olch
angka pemberian bimbingan
B-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB ... /‘//ﬁ
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KETENTUAN PERALIIIAN
Pasal 17

Dengan bcrlukqn_yu Qanun i, maka semua ketentuan yang bertentangan
dengan Qanun inj dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan
Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 19 |
o 4 A i
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupalen Bireuen.

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 28 Januari 2002
= 2

\\

SEKK Iiiliil AY
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DALRAH KABUPaTEY

\

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2002 NOMOR 14
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PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BIREUEN

. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
tentang  Pedoman  Organisasi Perangkat  Dacrah, maka kepada Daerah
Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan  Susunan Organisasi
Perangkat Dacrah scsuai dengan kemampuan keuangan Dacrah.

2. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan roda pemerintahan
dibidang peternakan schingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu
dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan yang ditctapkan
dengan Qanun,

3. Bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Keja Dinas Peternakan
tersebut diatas adalah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan

Otonomi Dacrah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah.

IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal | sampai dengan Pasal 19 - Cukup Jelas.

ALk
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BIREUEN

KEPALA DINAS

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR
TANGGAL

: 14 TAHUN 2002
: 26 JANUARI 2002

| BAGIAN TATA USAHA |

[

[

SUB DINAS
PRODUKSI

KELOMPOK SUB DINAS
JABATAN KESWAN DAN
FUNGSIONAL KESMAVET
SEKSI

PERLINDUNGAN

DAN PEMBERAN -

TASAN PENYAKIT
HEWAN

_ SEKS!
PELAYANAN KE -
SEHATAN HEWAN

o
m
x
7]

7
m
7]
»
-
m
-

SEKSI
PENGAWASAN
OBAT HEWAN

SEKSI
PRODUKSI
PETERNAKAN

SEKSI
TEKNOLOG!

SEKSI
PENYEBARAN
TERNAK

SEKSI
FENGEMBANGAN
FETERNAKAN

SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM PERENCANAAN
SUB DINAS SUB DINAS
SARANA DAN USAHA
PRASARANA PETERNAKAN
SEKSI ; SEKSI
PAKAN PERMODALAN
TERNAK DAN PERKREDITAN
SEKSI SEKSI
—  PEMBIBITAN PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
SEKSI SEKSI
SARANA KELEMBAGAAN
INFORMAS|
SEKSI SEKSI
PELAYANAN PELAYANAN
L SARANA USAHA
PETERNAKAN

UPTD

il

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN
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